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ABSTRAK 

Prinsip equality before the law, yang merupakan dasar dari negara hukum 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan bahwa semua warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada 
kecualinya. Namun, aturan pengunduran diri pejabat publik yang akan mencalonkan 
diri kembali dalam jabatan publik berbeda-beda di antara berbagai peraturan 
perundang-undangan yang ada. Perbedaan aturan ini berpotensi menimbulkan 
perlakuan yang tidak setara terhadap pejabat publik, yang melanggar prinsip equality 
before the law yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi 
negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 
kesesuaian pengaturan pengunduran diri bagi pejabat publik yang akan mencalonkan 
diri kembali dalam jabatan publik menurut perspektif equality before the law dalam 
UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif 
pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan 
kasus untuk menganalisis berbagai konsep hukum dan memberikan preskripsi 
hukum yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum terkait 
pengunduran diri pejabat publik yang mencalonkan diri masih tidak sesuai dengan 
prinsip equality before the law. Sementara, pengaturan pengunduran diri pejabat 
publik yang sesuai dengan prinsip equality before the law, jika dalam peraturan 
perundang-undangan tidak diwajibkan bagi pejabat publik untuk mengundurkan diri, 
maka peraturan tersebut juga tidak boleh mewajibkan pejabat publik lainnya untuk 
mundur. Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan mewajibkan pengunduran 
diri bagi pejabat publik yang mencalonkan diri dalam jabatan publik lainnya, maka 
kewajiban tersebut juga harus berlaku sama bagi semua pejabat publik tanpa 
pengecualian.  

Kata Kunci: Pejabat Publik, Equality Before the Law, Pengunduran Diri 
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ABSTRACT 

The principle of equality before the law, which is the basis of the rule of law as stated 
in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 
emphasizes that all citizens are equal before the law and government with no 
exceptions. However, the rules for the resignation of public officials who will run for 
re-election to public office vary among the various existing laws and regulations. 
These differences in rules have the potential to lead to unequal treatment of public 
officials, which violates the principle of equality before the law mandated by the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian state constitution. 
This study aims to determine and analyze the suitability of resignation arrangements 
for public officials who will run for re-election to public office according to the 
perspective of equality before the law in the 1945 Constitution of the Republic of 
Indonesia. This research is a normative research approach to legislation, concept 
approach, and case approach to analyze various legal concepts and provide relevant 
legal prescriptions. Based on the results of the research, the application of the law 
regarding the resignation of public officials who run for office is still not in 
accordance with the principle of equality before the law. Meanwhile, the regulation 
of the resignation of public officials in accordance with the principle of equality 
before the law, if the legislation is not required for public officials to resign, then the 
regulation should also not require other public officials to resign. Conversely, if the 
legislation requires resignation for public officials who are running for other public 
positions, then the obligation must also apply equally to all public officials without 
exception. 

 

Keywords: Public Official, Equality Before the Law, Resignation 
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